BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan

B.

Berdasarkan pada uraian dan analisis dalam bab-bab yang sebelumnya,
maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu
Bagaimanakah penerapan hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi
pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja adalah dengan
menggunakan Pasal 346 KUHP karena di dalam persidangan Majelis Hakim
dapat membuktikan telah terpenuhinya unsur subyektif dan unsur obyektif

tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa remaja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan sebaiknya
hakim yang mengadili perkara tindak pidana aborsi tidak hanya terpaku atau
masih menggunakan KUHP sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai
aborsi, tetapi juga seharusnya mempertimbangkan untuk menggunakan
Undang Undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena dalam
undang-undang ini pengaturan mengenai aborsi dan pemidanaannya sudah

diatur secara jelas.
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